BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.533, 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN. Fita Cukai. Tanda
Pelunasan. Tindakan. Penyegelan. Tata Cara
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 238/PMK.04/2009
TENTANG

TATA CARA PENGHENTIAN, PEMERIKSAAN, PENEGAHAN,
PENYEGELAN, TINDAKAN BERUPA TIDAK MELAYANI PEMESANAN
PITA CUKAI ATAU TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA, DAN
BENTUK SURAT PERINTAH PENINDAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata
Cara Penindakan di Bidang Cukai, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghentian,
Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak
Melayani Pemesanan Pita Cuka atau Tanda Pelunasan Cukal
Lainnya, dan Bentuk Surat Perintah Penindakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
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Menetapkan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata
Cara Penindakan di Bidang Cuka (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5040);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA

CARA PENGHENTIAN, PEMERIKSAAN, PENEGAHAN,

PENYEGELAN, TINDAKAN BERUPA TIDAK MELAYANI
PEMESANAN PITA CUKAI ATAU TANDA PELUNASAN

CUKAI LAINNYA, DAN BENTUK SURAT PERINTAH

PENINDAKAN.
BAB |

KETENTUAN UMUM DAN RUANG LINGKUP PENINDAKAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Cukal adalah Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1995 tentang Cuka sebagamana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

2. Penegahan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pgabat Bea
dan Cukai untuk:

a. menunda pengeluaran, pemuatan, atau pengangkutan
terhadap barang kena cukal dan/atau barang lainnya yang
terkait dengan barang kena cukai; dan/atau

b. mencegah keberangkatan sarana pengangkut.

3. Penyegelan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat
Bea dan Cukai untuk mengunci, menyegel, dan/atau
melekatkan tanda pengaman.

4. Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung

jawab atas pengoperasian Sarana pengangkut yang
mengangkut barang dan/atau orang.

5. Audit Cukai adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan
laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi
bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan
dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat
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yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cuka dan/atau
sediaan barang dalam rangka pelaksanaan perundang-
undangan di bidang cukai.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Pejabat Bea dan Cukal adalah pegawal Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk

melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang
Cukal.

Kantor adalah Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kepala Kantor adalah kepala Kantor Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai.

Pasal 2

(1) Pegabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penindakan

(2)

(1)

(2)

di bidang cuka yang meliputi tindakan berupa:

a. penghentian;

b. pemeriksaan;

C. penegahan;

d. Penyegelan; dan

e. tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda

pelunasan cukai lainnya.

Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB Il

SURAT PERINTAH PENINDAKAN
Pasal 3

Pgabat Bea dan Cuka yang melakukan penindakan di
bidang cukal harus berdasarkan surat perintah penindakan
dari Direktur Jenderal, Kepala Kantor atau peabat yang
menangani pengawasan.

Bentuk surat perintah penindakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuat sesuai contoh format sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran | Peraturan Menteri Keuangan
Ini.

Pasal 4

Surat perintah penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 tidak diperlukan dalam hal Pgabat Bea dan Cukai:
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(1)

(2)

3)

melakukan penggaran terus menerus atas orang atau
Pengangkut, dan/atau sarana pengangkut yang patut diduga
melanggar peraturan perundang-undangan di bidang cukai;
melakukan pengawasan secara tetap atau berkala, terhadap
pabrik, tempat penyimpanan, dan/atau tempat lain, yang di
dalamnya terdapat barang kena cukai;

melakukan Audit Cukai kecuali Audit Cukai yang dilakukan
untuk menyelidiki dugaan tindak pidana cukai; atau

. terdapat kekhawatiran pelaku pelanggaran akan melarikan

diri atau menghilangkan barang bukti, dalam melakukan
penindakan terhadap:

1. orang atau Pengangkut, dan/atau sarana pengangkut
termasuk barang kena cukai yang dibawanya; atau

2. pabrik, tempat penyimpanan, dan/atau tempat lain yang
di dalamnyaterdapat barang kena cukai,

yang berdasarkan informas dan/atau fakta yang ditemukan,

diduga melanggar peraturan perundang-undangan di bidang
cukai.

BAB Il1
PENGHENTIAN
Pasal 5

Pgjabat Bea dan Cuka berwenang untuk menghentikan

sarana pengangkut serta barang kena cuka dan/atau

barang lain yang terkait dengan barang kena cukai yang

berada di sarana pengangkut.

Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara selektif berdasarkan informasi adanya

dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di

bidang cukali.

Sarana pengangkut sebagaimana dimaksud ayat (1)

meliputi:

a. dat yang digunakan untuk mengangkut barang kena
cuka dan/atau barang lainnya yang terkait dengan
barang kena cukai di darat, di air, atau di udara; dan

b. orang pribadi yang mengangkut barang kena cukai
dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang
kena cukal tanpa menggunakan alat angkut.
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(4) Penghentian terhadap sarana pengangkut oleh Pgjabat Bea
dan Cuka dilakukan dengan cara memberikan isyarat
kepada Pengangkut.

(5) Isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa isyarat
tangan, isyarat bunyi, isyarat lampu, radio dan sebagainya
yang lazim digunakan sebagai isyarat untuk menghentikan
sarana pengangkut.

(6) Dalam melakukan penghentian, Pgabat Bea dan Cukai
harus menunjukkan  surat  perintah  penindakan
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3, kepada Pengangkut
atau orang pribadi yang dihentikan

(7) Atas perintah atau permintaan dari Pgabat Bea dan Cukai
sesual kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pengangkut wajib:

a. menghentikan sarana pengangkut atau kegiatan
mengangkutnya; dan
b. menunjukkan dokumen cuka dan/atau dokumen
pelengkap cukal yang diwgibkan menurut Undang-
Undang Cukai.
Pasal 6

Penghentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 segera
dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Pgabat Bea dan Cukai.

BAB IV

PEMERIKSAAN

Bagian Pertama

Pemeriksaan terhadap Pabrik, Tempat Penyimpanan,
atau Tempat Lain dan Bangunan
Pasal 7
(1) Peabat Beadan Cuka berwenang melakukan pemeriksaan
terhadap:

a. pabrik, tempat penyimpanan atau tempat lain yang
digunakan untuk menyimpan barang kena cukal
dan/atau barang lain yang terkait dengan barang kena
cukai, yang belum dilunasi cukainya atau memperoleh
pembebasan cukai;



